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Abstrak
 

Tesis ini membahas mengenai pelanggaran jabatan Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban membuat

Buku Daftar Akta. Ketentuan mengenai peraturan yang menyangkut kewajiban, larangan, dan sanksi dalam

pelaksanaan jabatan telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, namun masih banyak dijumpai

pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris mengenai kewenangan dan kewajibannya dalam menjalankan

jabatannya. Salah satunya yaitu tidak membuat dan mencatat setiap akta yang dibuat pada Buku Daftar

Akta. Buku Daftar Akta sebagai bagian dari Protokol Notaris wajib dibuat sebagai alat bukti untuk

memberikan kepastian tanggal pembuatan akta dan memudahkan Notaris dalam melakukan pengecekan

pada setiap akta yang dibuatnya.

 

Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah tanggung jawab Notaris yang tidak membuat Buku Daftar

Akta, akibat hukum apabila akta tidak dicatat dalam Buku Daftar Akta, dan penerapan sanksi yang diberikan

Majelis Pengawas Wilayah terhadap pelanggaran dari kewajiban jabatan. Penelitian dilakukan dengan

metode yuridis normatif, bentuk dan tipe penelitian evaluatif-eksplanatoris dengan studi dokumen,

kepustakaan guna memperoleh data sekunder, kemudian data dianalisis secara kualitatif sehingga ditarik

kesimpulan secara deduktif.

 

Kesimpulannya tanggung jawab Notaris yang tidak membuat Buku Daftar Akta merupakan tanggung jawab

hukum yang berkaitan dengan teknis administrasi Profesi Notaris; akibat hukum terhadap akta yang tidak

dicatat dalam Buku Daftar Akta adalah akta tetap otentik sepanjang bentuk, isi, kewenangan pejabat yang

membuat memenuhi apa yang disyaratkan dalam Undang-Undang, para penghadap tidak merasa dirugikan

dan tidak ada kekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut; Majelis Pengawas Wilayah

memberikan sanksi berupa sanksi tertulis dengan melakukan langkah preventif dan langkah refresif.

......

This thesis discusses about the malfeasance notary who do not carried out the obligation to make

Repertorium. Provisions on the regulations concerning the obligations, prohibitions, and sanctions in the

implementation of the office have been regulated in the Law on Notary, but still found many violations

committed by the Notary regarding the authority and obligations in running the employment. One of which

did not make and record each deed made on Repertorium, Repertorium as part of a Notary Protocol shall be

made as evidence to assure the creation date of the deed and as facilitate the checking on every deed.
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Problems studied in this thesis is the responsibility of notary who did not make Repertorium, legal

consequences if the deed is not recorded in Repertorium, and the application of the sanctions provided for

violations the obligations Notary by Regional Notary Supervisory Council. The analysis is performed

through a judicial normative approach, form of evaluative research, type explanatory research with study

documents and literature in order to obtain secondary data and then the data is analyzed qualitatively so that

the conclusion drawn deductively.

 

The conclusion is that the responsibility of notary who did not make a Repertorium is the responsibility of

the law relating to the administration of technical Notary Profession the legal consequences of the deed

which is not recorded in the repertorium is the deed remains authentic is along the form, content, authority

officials who make have fulfilled what was required in the Act, the parties not feel harmed and there is no

binding legal force that cancels the deed the regional notary Supervisory Council gave sanction in the

sanction written with perform preventive and repressive measures.


